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ABSTRAK 

Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Klampid 

New Generation (KNG) merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Surabaya 

untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Perda 

Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019. Namun, implementasi di lapangan masih 

menghadapi berbagai masalah, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, 

keterbatasan akses jaringan, serta pemahaman yang belum seragam mengenai 

prosedur layanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana 

implementasi aplikasi KNG di Kelurahan Semolowaru, Nginden Jangkungan, dan 

Medokan Semampir berdasarkan Perda Kota Surabaya, serta bagaimana 

implementasinya ditinjau dari prinsip-prinsip Siyāsah Tanfīdhiyah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer 

diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan di Kecamatan 

Sukolilo, serta wawancara dengan aparat kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, 

dan pengguna aplikasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, 

literatur ilmiah, karya akademik, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh 

data dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai 

implementasi kebijakan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2019 dan perspektif 

Siyāsah Tanfīdhiyah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi KNG sejalan dengan Pasal 

28D ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, ketentuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan telah diimplementasikan di Surabaya yang mencakup 

juga ketiga kelurahan sebagai sarana digitalisasi pelayanan administrasi 

kependudukan dan secara umum sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun efektivitasnya 

masih dipengaruhi oleh ketimpangan literasi digital, kendala teknis, dan 

infrastruktur pelayanan yang belum optimal. Dalam perspektif Siyāsah 

Tanfīdhiyah, implementasi KNG mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan 

kemaslahatan karena pelayanan menjadi lebih terbuka, mudah diakses, mengurangi 

potensi maladministrasi, dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat, meskipun 

pemerataan akses masih perlu ditingkatkan. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah 

Kota Surabaya memperkuat implementasi aplikasi Klampid New Generation 

(KNG) melalui peningkatan literasi digital, pendampingan berkelanjutan, 

perbaikan infrastruktur, sosialisasi, serta penguatan keamanan data, transparansi, 

dan evaluasi berkala sesuai regulasi; sementara itu, kecamatan, kelurahan, dan 

operator diharapkan menyelaraskan standar pelayanan digital, melakukan 

pengawasan rutin, memfasilitasi infrastruktur, meningkatkan pendampingan warga, 

sosialisasi lokal, pemeliharaan sarana, serta menyediakan kanal pengaduan dengan 

menjunjung prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan agar layanan digital lebih 

efektif dan inklusif.
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